REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2020 KEMENDAG. Impor. Besi. Baja., Baja Paduan.
Produk Turunannya. Ketentuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA,
BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk
turunannya serta mendukung kemudahan investasi, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
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Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan
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Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5277);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 /M-
DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dari
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Menetapkan :

Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1415);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018
tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan
Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1702);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja,
Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2
Pengaturan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk
Turunannya dilakukan berdasarkan jenis Besi atau Baja,
Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari

Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.
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Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5

diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan

2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat

(3) dan ayat (4) Pasal S5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5),

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

Pasal 5
Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik
NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan
permohonan secara elektronik kepada Direktur
Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi
dengan  sistem  SIINAS untuk  mendapatkan
pertimbangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian, dengan melampirkan Thasil scan
dokumen asli:
a. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
b. surat pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja
Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor
dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan
pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik
NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan
permohonan secara elektronik kepada Direktur
Jenderal dengan mencantumkan nomor Pertimbangan
Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang
ditunjuk serta melampirkan hasil scan dokumen asli:

a. NIB yang berlaku sebagai API-U;



